BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA

Menimbang

Mengingat

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi serta Tatakerja pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.




Menetapkan. :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN .
KABUPATEN BENGKALIS.

. BABI
KETENTUAN UMUM

Pasalll‘

Dalam Peratﬁran Bupat_i ini yang dimakSud dengan:

1.

2.

'Daerah adalah Kabupaten'Béngkalis;
Bupati adalah Bupati kBengkalis; "

. Sekretaris Daerah kadalahr',.Sekretari's“ Daerah Kabupaten
- Bengkalis; o o : ' ’

. 'Dihas adaiah Dinas Peﬁdidiké.n KaBupateh Bengkalis;

. Kepala adalah 'Kepala Dinas Pendidikah ‘Ka:ibupaten Bengkalis;

Sekretaris adalah Sekretaris Diné.s ~ Pendidikan Kabupaten
Bengkalis; , o

. Unit Pelaksana ‘Teknis pada ‘dinasb.bpendidikan berupa satuan
- pendidikan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

. kegiatan teknis penunjang tertentu.

(1)

@)

 BABII
KEDUDUKAN

" Pasal 2

Dinas Pendidikan_ merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pendidikan seb_agéir_nana :dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. ‘ -




. BaBmM
 SUSUNAN ORGANISAST
~ DINAS PENDIDIKAN

Pasal 3

(1) Susunan Organlsa31 Dmas Pendldlkan, terd1r1 dan:

a. Kepala

b Sekretarlat terd1r1 dan

i 1) Sub Baglan Penyusunan Program,
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

é. ' 'Bldang Pembmaan PAUD dan Pendldlkan Non Formal terdlm :

1) Seksi Kunkulum dan Pen11a1an, R »
 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, dan.
3) Sek51 Peserta D1d1k dan Pembangunan Karakter ’

d. B1dang Pemblnaan SD terdm dan

1) Seks1 Kunkulum dan Pemlauan, ‘ H -
'2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana ‘dan
3) Seksi Peserta D1d1k dan Pembangunan Karakter. -

€. Bldang Pemblnaan SMP terdJn dan

1) Seksi Kunkulum dan Pen11a1an, :
- 2) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana dan
3) Sek31 Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- f. Bldang Pembmaan Ketenagaan, terd.m dan, A

1) Sek31 Pend1d1k dan Tenaga Kepend1d1kan PAUD
- dan Pendidikan Non Formal;
2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kepend1d1kan SD; dan
- 3) Sek51 Pendldlk dan Tenaga Kependldlkan SMP

g Satuan Pend1d1kan dan i ITa

~h. 'Kelompok Jabatan fungsmnal

2)

‘Bagan Susunan Orgamsasa Dlnas Pendldlkan sebaga1 tercantum -
‘dalam lamplran yang merupakan bag1an t1dak terplsahkan dari
‘peraturan 1n1 B ‘ ‘ R
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‘ : BAB v
~ TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Baglan Pertama |
KEPALA
. Pasal 4

(1) Kepala' mempuhyai fugaé membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan d1b1dang pendldlkan

(2) Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagaJmana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi:

‘a. perumusan kebijakan daerah dibidang Pembinaan PAUD dan -
' Pendidikan Nonformal, Pembmaan SD, Pembinaan SMP,
,Pemblnaan Ketenagaan

b. pelaksanaan kebgakan daerah dibidang Pembinaan PAUD dan
- Pendidikan Nonformal, Pembmaan SD, Pembinaan SMP,
Pembinaan Ketenagaan, '

C. pengkoordinasian penyedia 1nfrastruktUr dan pendukung :
dibidang - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal,
Pembinaan SD, Pembinaan SMP, Pembinaan Ketenagaan;

d. peningkatah' kualitas sumber | daya . manusia dibidang
- Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Pembinaan SD,
. Pemblnaan SMP Pemblnaan Ketenagaan

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi ‘dan pelaporan
penyelenggaraan dibidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan -

Nonformal, Pembinaan SD Pembinaan SMP, Pembinaan i

Ketenagaan;
“f. pelaksanaan'adminiStrasi Dinas Pendidikan; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
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- (1)

(1)

(2)

‘ Bag1an Kedua'
S 'SEKRETARIAT
" Pasal 5

Selcretanat mempunyal tugas memunpm mengkoordma31kan dan ‘
mengendahkan tugas—tugas .dibidang = pengelolaan, ~ pelayanan

kesekretanatan yang mehputl pengkoordmasaan perencanaan,

penyusunan program dan anggaran pengelolaan keuangan
perlengkapan umum dan kepegawalan :

Sekretanat dalam melaksanakan tugas i ‘sobagaimana dimaksud' 2
-pada ayat (1) men}’elenggarakan fung81 ‘ 2 e S SR

a. penyusunan rencana program, evalua81 dan pelaporan

b. "pelaksanaan admlnlstra81 kepegawalan dan rumah tangga dinas’
: 'pendldlkan " : ¢ :

c. pelaksanaan admlmstram keuangan dan’ perlengkapan serta .53
~,penataan aset ‘ % ‘ ; o
d. pelaksanaan urusan Surat ' menyurat kearsipan dan
dokumentasi dan hubungan masyarakat ; -

e. ikpelaksanaan ‘ urusan hukum organ1sas1 dan hubungan

) masyarakat

f. pelaksanaan pengkoord1nas1an penyelenggaraan tugas—tugas e
’ vB1dang, dan : : : ;

g pelaksanaan tugas—tugas la1n yang dlberlkan oleh Kepala

Susunan Organlsa31 Sekretanat terd1r1 dan
a. Sub Baglan Penyusunan Prograxn, e

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan ~

Pasal 6

Sub Baglan Penyusunan Program mempunyal ‘tugas menylapkan,

- bahan-bahan blmblngan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis -
‘serta layanan dibidang penyusunan program ‘sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
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(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal ber1kut

a.

merencanakan keglatan Sub Baglan Penyusunan Program‘
berdasarkan data keglatan tahun sebelumnya dan sumber

data yang ada sebaga1 bahan untuk melaksanakan kegiatan “"" U
sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang telah

dltetapkan

menghu'npun dan mempelajan peraturan perundang—undangan

kebijakan' teknis, pedoman dan petunJuk teknis serta bahan-
bahan lainnya ‘yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan e
; Penyusunan Program :

mencari, mengumpulkan' menghimpUn ‘mensistematisasikan

- dan mengolah data serta menganahsa data dan informasi yang ;
vberhubungan dengan tugas Sub Bagian. Penyusunan Program -

sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan program dan '7”
anggaran keglatan :

. ‘mengmventansu ‘?;. permasalahan permasalahan ‘ yang_ 5

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program

 serta menyiapkan - bahan-bahan dalam rangka pemecahan

: masalah

menylapkan bahan penyusunan kebgaksanaan pedoman dan

petunJuk tekms dlbldang penyusunan program

j melakukan koordmas1 dan s1ngkromsa31 kegiatan dengan
» Bldang dan satuan kerja perangkat daerah terkalt laJnnya,

(mengkoordlmr penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja S |

Tahunan/ RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan

~'Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ),  serta  Laporan ,"

‘ Akuntablhtas Klner;]a Instan31 Pemermtah (LAKIP),

melakukan koordlna31 dan konsultas1 dengan mstan31 terkait
dalam rangka penmgkatan pengelolaan urusan penyusunan :
program perencanaan dan anggaran, it :

melakukan koord1na31 dan smgkron1sa31 kegiatan antara

- aparatur. dan pubhk untuk menghmdan terjadmya duplikasi

‘ keglatan

fkmengh1mpun dan menylapkan RKA éerta mengkoordinir o
‘proses’ pembahasan dengan 1nstans1 terkalt sampai men_]adl

DPA
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k. menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan :

kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan -

pejabat pelaksana teknis kegiatan dan’ dokumen kontrak dan -
meny1apkan rev181 (perubahan) DPA; '

1. mengupayakan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah
guna menampung usulan program pembangunan yang
mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya' :

m. memberlkan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang
Iangkah langkah atau tindakan- yang perlu diambil d1b1dang
tugasnya;

n. membuat laporan  pelaksanaan = kegiatan Sub Bagian

Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan

- kegiatan yang telah dilakukan untuk dlpergunakan sebagai
bahan’ masukan bagi atasan; dan ‘

o. melaksanakan tugas lain_ yang dibcyrikan oleh Sekretaris baik
- secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Pasal 7

(1) Sub Baglan Umum dan Kepegawman mempunyal tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
serta layanan dibidang umum dan kepegawman sesuai dengan
ketentuan yang ‘berlaku.

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berlkut

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

b. menghlmpun dan mempelajari- peraturan perundang—undangan

~ kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
Umum dan Kepegawa1an

C. mencan mengumpulkan menghimpun', mensistematisasikan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Baglan Umum dan
Kepegawaian sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan
rencana keglatan :
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ménginventariksifk; o peﬁaad&m;pemasﬂwm . yang
berhubungan dengan tugas ‘Sub ~Bagian Umum - dan
Kepegawa1an serta menylapkan bahan—bahan dalam rangka

' pemecahan masalah

mengarahkan dan mendistﬁbusikan aurat 'masu.k dan keluar
sesuai dengan kepentmgan dan permasalahannya ‘

meneht1 usulan permmtaan formas1 pegawal lingkup dlnas, dan L

S menylapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai

(1)

pegawa1 sebagai - perencanaan kebutuhan pegawa1 sesuai
dengan kebutuhan dmas e

mengatur urusan rumah tangga dlnas menata kemdahan danl TR &

kebersﬂ'xan kantor serta keamanan hngkungan kantor;

melakukan pengelolaan perpustakaan kears1pan dmas dan

‘ melakukan pendokumentasaan keglatan dlnas

i melakukan tugas d1b1dang hukum orgamsam dan tatalaksana

serta hubungan masyarakat

membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris tentang ’
langkah langkah atau t1ndakan yang perlu dlambll dibidang .
tugasnya,

membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan Umum dan

gKepegawaJan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan - .
yang ' telah dllakukan untuk d1perguna_kan sebagau bahan .

masukan bagl atasan dan

melaksanakan tugas laJn yang d1ber1kan oleh Sekretans baik
secara - tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretanat

Pasal 8

-Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunya1 tugas ‘
menyiapkan bahan-bahan blmblngan kebijakan, pedoman, dan
petunjuk teknis serta layanan d1b1dang keuangan dan perlengkapan .
sesuai dengan ketentuan yang berlaku , ; « o

(2) Urauan ’I‘ugas tersebut pada ayat ( 1) sebaga1 benkut

a. merencanakan keglatan Sub Bag1an Keuangan dan Perlengkapan

berdasarkan data keglatan tahun sebelumnya dan sumber data

~yang ada sebaga1 bahan untuk melaksanakan keglatan sesuai i
. dengan peraturan perundang—undangan yang telah dltetapkan
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. menghimpun danfmempelajaﬁ peraturan perundang-undangan
 kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian
.Keua_ngan dan Perlengkapan,

. mencan, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan
dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan
rencana keg1atan '

menginventarisir . permasalahan—permasalahan yang
berhubungan - dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah; ' :

mengusulkan kepada Sekretans tentang penun_]ukan bendahara
pengeluaran pembantu bendahara ‘pengeluaran, penyimpan
barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi
terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara
pengeluaran penylmpan barang, pengurus barang dan pembantu
pengurus barang, :

menghlmpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk |
penyusunan rencana kebutuhan barang; -

. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu _
- Inventaris Ruangan (KIR);

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang
mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja
sukarela/ kontrak, insentif PNS, melakukan usulan kenaikan
gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan evalua31 dan laporan
keglatan keuangan dinas;

mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan pengamanan
aset, tindaklanjut LHP, gant1 rTugi serta proses administrasi
pexjalanan dinas pegawau sesuai petunjuk atasan;

. memberikan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris sebaga1 |
bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;

membuat laporan hasil pelaksanakan‘ tﬁgas Sub Bagian
Keuangan dan  Perlengkapan sebagai bahan
pertanggung]awaban dan




m. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Sekretans baik

~secara. tertuhs -~ maupun . lisan sesual dengan  bidang
: »_tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada e
*'Sekretarlat NSRS :

Baglan Ketlga

| BIDAN G PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 9

(1) B1dang Pemblnaan Pend1d1kan Anak U31a D1n1 dan Pend1d1kan Non,
-~ Formal, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan

perumusan dan pelaksanaan ‘kebijakan dibidang pembmaan
, pendldlkan anak us1a d1n1 dan pendldlkan non formal

(2) Bldang pemblnaan pendldlkan anak usia d1n1 dan pendldlkan non |

formal dalam menjalankan tugas sebagalmana d1maksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fung31 s L _

a.

:penyusunan bahan perumusan dan koordmam pelaksanaan o
,kebuakan di b1dang kurlkulum dan penilaian, kelembagaan dan =

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

‘kkarakter pembmaan anak u31a d1n1 dan pendldlkan non formal

pembmaan pelaksanaan kebl_]akan d1 bldang kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter pendldlkan anak usia dini

'dan pendldlkan non formal

penyusunan bahan penetapan kurlkulum kmuatan lokal.

_pendldlk non formal

penyusunan bahan penerbltan izin pendlrlan, penataan, dan B
penutupan satuan pend1d1kan anak usm dini dan pendidikan

- non formal

“penyusunan bahan pembmaan kurlkulum dan pemlalan S

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter pendldlkan anak usia dini dan

- pend1d1kan non formal

: pelaksanaan pemantauan dan evaluasx dlbldang kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter pendldlkan anak usia dini
: dan pendldlkan non formal e , S

'pelaporan dlbldang kunkulum dan penllalan, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik - dan pembangunan

‘karakter pend1d1kan anak usia_ d1n1 dan pend1d1kan non formal;

dan
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h. pelaksanaan tugas leun yang d1ber1kan oleh Kepala Dmas baJk v
~secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang’ tugasnya o
: dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas L

Susunan Organlsas1 B1dang Pendldlkan Anak Usia. D1n1 dan o

Pend1d1kan Non Formal terd1r1 dan

‘a. SCkSl Kunkulum dan Pemlauan
b Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana dan :

co Seksi Peserta D1d1k dan Pembangunan Karakter

(1)

Pasal ‘10

Seksi Kunkulum dan Pen1la13n mempunyau _tugas melaksanakan e g

perumusan dan - pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan’ kriteria,dan pemberian bimbingan teknis
~dan superv131 serta pemantauan ‘evaluasi, dan pelaporan dibidang

@

kurikulum dan pemlalan sesuai’ dengan peraturan perundang—
undangan L DR : L .

fUra1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut
a. menyusun bahan perumusan, koordlna31 pelaksanaan ‘

kebijakan kurikulum dan pemlalan pend1d1kan anak usia dini -
dan pendldlkan non forma_l ; U ol

b menyusun bahan penetapan kunkulum muatan lokal dan .

_kntena pemlalan pendldlkan non formal

c. menyusun bahan pembmaan koordmasx pelaksanaan'

Vkebl_]akan kur1ku1um dan pemlalan pendldlkan anak usia dini -
dan pendldlkan non formal :

| d menyusun bahan pemantauan dan evalua81 pelaksanaan' :

kurikulum dan pemlalan pendldlkan anak usia dini dan
pendldlkan non formal : i ‘ ; '

e melaksanakan Pelaporan d1b1da_ng kunkulum dan penilaian

’ pendldlkan anak usia d1n1 dan pendelkan non formal; dan

| 1. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bidang S

baJk secara tertulis maupun. lisan  sesuai. dengan bidang =

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11 S

(1) Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana mempunya1 tugas‘r

- melaksanakan perumusan ‘dan ° pelaksanaan  kebijakan, |

- penyusunan norma, standar, prosedur, knterla, dan pemberian

,blmbmgan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan
_pelaporan dibidang kelembagaan dan- sarana  prasarana sesuai =

dengan perundang-undangan
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(2) Uraian Tﬁgas tersebUi: pada,éyat (1) Sébagai berikut:

(1)

a.

menyusun ~‘bahan perumusén; koordinasi pelaksanaan ‘
kebijakan Kelembagaan dan Sarana Prasarana pendidikan

anak usia dini dan pendidikan non formal;

menyusun bahan  pembinaan Kelembagaan dan Sarana
Prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-
formal; S B S :
menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan
penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan;

menyusun bahan pemahtauan dan evaluasi Kelembagaan dan
Sarana Prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal; - - - SRR

. melaksanakan pelaporan dibidang Kelembagaan dan Sarana

Prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal; dan : ' o :

melaksanakan ttugas- lain yang diberikan oleh Kepala Bidang -

baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. '

" Pasal 12

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan = pelaksanaan kebijakan, -
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan dibidang peserta didik dan pembangunan
karakter sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

menyusun bahan ; 'perumusan, ko‘brdvinasi pelaksanaan
kebijakan ' dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia

dini dan pendidikan non formal;

menyusun bahan 'pe.mbinaan minat, bakat, prestasi, dan -
pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal;

menyusun bahan pemantauan dan evaluasi, Pelaksanaan

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter

peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal; IR .




fmelaksanakan pelaporan d1b1dang pembmaan m1nat bakat

~ prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendldlkan .
anak u81a d1n1 dan pendldlkan non formal dan » ;

. melaksanakan tugas lam yang dlberlkan oleh kepala Bldang ‘

baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Baglan Keempat _ S
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
Pasal 13

(1) Bidang ~ Pembinaan Sekolah ~Dasar  mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pembinaan  sekolah  dasar sesuai . dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan : Lo

(2)

Coas

B1dang Pemblnaan Sekolah Dasar dalam menjalankan tugas dan
kewajiban. sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan
‘ fung31 S LA : Pt

penyusunan bahan perumusan dan koord1nas1 pelaksanaan
kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

‘sarana prasarana, serta peserta d1d1k dan pembangunan

karakter sekolah dasar,

. pembmaan pelaksanaan kebl_]akan d1b1dang kurlkulum dan i
- penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 'serta peserta L

B d1d1k dan pembangunan karakter sekolah dasar

penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal sekolah

dasar

. penyusunan bahan penerbltan 1z1n pendman penataan, dan ‘

. penutupan sekolah dasar

. penyusunan bahan pemblnaan kurlkulum dan pemlalan
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter dekolah dasar

. penyusunan bahan pembmaan bahasa dan sastra daerah yanghi e
‘penuturnya dalam daerah kabupaten . S L

pelaksanaan pemantauan dan evaluas1 d1b1dang kurikulum dan.
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
d1d1k dan pembanguna_n karakter sekolah dasar

. pelaporan di b1dang kunkulum dan pen11a1an kelembagaan dan . |
sarana prasarana, - serta - peserta d1d1k dan pembangunan e

karakter sekolah dasar dan
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i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik
‘secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
| (3) Susunan drganisasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaiah; »

b.. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 14

(1) Seksi Kurikﬁlum dan Penilaian 'mer‘npunyai: tugas melaksanakan i

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang

kurikulum dan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan
. perundang-undangan. : : '

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai bérikut;

a. menyusunv bahan perumuSan, koordinasi - pelaksanaan
 kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar; :

b. menyusun bahan penetapan kurikulum_ muatan lokal dan
- kriteria penilaian sekolah dasar; R

c. menyusun bahan :pembinaan ‘pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah dasar; -

d. menyusun bahan pémbinaan bahaéa.dan ‘sastra daerah yang
penuturnya dalam daerah kabupaten; ' :

e. menyusun bahan pemantauan dan ”evaluasi pelaksanaan
kurikulum dan penilaian sekolah dasar; :

f. melaksanakan pelaporan dibidang kurikulum dan - penilaian
sekolah dasar tugas;dan - B ‘ :

g. melaksanakan ‘tugas'j,lain yang diberikan oleh Kepala Bidang |
baik secara’ tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- Pasal 15 

(1) Seksi kelembagaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan = perumusan ' dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervuisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan - dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. '




(2)

Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

Ca menyusun ' bahan perumusan koordmam pelaksanaan

kebl_]akan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;

b. menyusun bahan ‘ pemblnaan kelembagaan dan sarana

e prasarana sekolah dasarr,

c. menyusun baha.n penerbltan xzm pendlrlan penataan dan
penutupan sekolah dasar :

. d.’»menyusun bahan pemantauan dan evalua51 kelembagaan dan
. ‘sarana prasarana sekolah dasar, e R

e membuat pelaporan d1b1dang kelembagaan dan sarana‘vi

1)

‘melaksanakan = perumusan dan = pelaksanaan kebijakan,

@

prasarana sekolah dasar dan

f 'melaksanakan tugas lam yang d1ber1 oleh Kepala Bidang ba1k L |

- secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya
- dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

\ Pasal 16
Seksi Peserta D1d1k dan Pembangunan Karakter mempunya1 tugas |

penyusunan - norma‘ standar, prosedur dan kriteria, dan

~pemberian bimbingan teknis dan _supervisi, serta pemantauan, - :
-evaluasi,: dan pelaporan d1b1dang peserta. d1d1k dan pembangunan

Karakter sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-

’ undangan

Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga: benkut. ‘

a. 1 menyusun bahan 5 perumusan : koordma31 pelaksanaan
- kebijakan d1b1dang pembinaan . mmat bakat, prestasi, dan
pembangunan karakter peserta d1d1k sekolah dasar :

. b. menyusun bahan pembmaan mmat bakat prestas1, dan

i ’pembangunan karakter peserta didik pend1d1kan sekolah dasar;

c. 'menyusun bahan pemantauan dan evalua81 Pelaksanaan_ |

' pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter
peserta d1d1k sekolah dasar , :

"d.‘" membuat pelaporan d1b1dang pembmaan m1nat bakat presta81 |

; dan pembangunan karakter peserta d1d1k sekolah dasar; dan

| €. ’melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Bldang
- baik secara tertulis- maupun lisan sesuai dengan bidang

¥ tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Baglan Kehma
BIDAN G PEMBINAAN SEKOLAH MEN ENGAH PERTAMA

Pasal 17

( 1) B1dang Pemblnaan Sekolah Menengah Pertama mempunya1 tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan ‘
kebijakan dibidang pendidikan sekolah menengah pertama sesua1 e

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) B1dang Pembmaan Sekolah Menengah Pertama dalam men_]alankan : :
' tugas dan kewajiban sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fung31

a. penyusunan bahan perumusan dan koordlnas1 pelaksanaan

kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan
'~ sarana prasarana, - serta peserta didik dan pembangunanj ‘
» karakter sekolah menengah pertama, R

b. pembmaan pelaksanaan keb1_]akan d1 bldang kurikulum dan -
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

‘C. penyusuna.n bahan penetapan kur1kulum muatan lokal sekolah
menengah pertama R R

o d bpenyusunan bahan penerbltan izin pend1r1an penataan dan
penutupan sekolah menengah pertama Ry

‘e. p penyusunan bahan pembmaan kunkulum dan penilaian,
kelembagaan dan: sarana prasarana, serta peserta didik dan
: ‘pembangunan karakter sekolah menengah pertama

e pelaksanaan pemantauan dan evalua31 d1b1dang kurikulum dan
Ppenilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
d1d1k dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama

g. pelaporan di bldang kunkulum dan pemlalan kelembagaan dan
sarana prasarana, serta peserta didik  dan pembangunan
karakter sekolah menengah pertama dan -

- h. pelaksanaan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Kepala Dinas baik
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan b1dang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, :

(3) Susunan Orgamsam Bldang Pembmaan Sekolah Menengah Pertama
terdiri dari; \ : B :

a. Seksi Kunkulum dan Pen11a1an ‘ e
b. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana dan
c. Sek81 Peserta D1d1k dan Pembangunan :
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‘Pasal 18 »

(1) Seksi Kurikulum dan Pen11a1an mempunya1 tugas melaksanakan |
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
kurikulum dan ‘penilaian  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undanga.n 2 S '

- (2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a. menyusun bahan perumusan koordinasi pelaksanaan
keb1_]akan kurikulum dan pemlalan Sekolah menengah pertama;

b. menyusun bahan penetapan kunkulum muatan lokal dan
- kriteria penilaian Sekolah menengah pertama

c. menyusun bahan pemblnaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian sekolah menengah pertama; -

d. menyusun bahan pemantauan ‘dan evaluasi pelaksanaan 5
kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

e. membuat pelaporan dibidang kunkulum dan penilaian sekolah
menengah pertama, dan

f. melaksanakan tugas la.ln yang dlberlkan oleh Kepala Bidang
~baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

(1) Sek31 Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

(2) Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a. menyusun bahan perunilisan, kor(/)rdinasi pelaksanaan
kebijakan = kelembagaan dan sarana prasarana ‘sekolah
menengah pertama; S

b. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana sekolah menengah pertama;




gl

menyusun bahan penerbltan izin pendlrlan ‘penataan, dan

: penutupan sekolah menengah pertama R

menyusun bahan pemantauan dan evaluas1 kelembagaan dan :

’ 'sarana prasarana sekolah menengah pertama

membuat pelaporan d1b1dang kelembagaan dan - sarana
prasarana sekolah menengah pertama dan : ) ‘

Vmelaksanakan tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala Bldang’ o S
baik secara- tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang

; tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

(1) Seks1 Peserta D1d1k dan Pembangunan Karakter mempunya1 tugas

Pasal 20

melaksanakan perumusan - dan pelaksanaan ‘kebijakan, -
penyusunan norma, standar, prosedu_r dan  kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan

pelaporan dibidang peserta didik dan pembangunan karakter o

»sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan

(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (l) sebaga1 benkut

a.

menyusun bahan perumusan koordma31 pelaksanaan
kebijakan ' dibidang pemblnaan minat, bakat, prestasi,  dan

: 'pembangunan karakter peserta d1d1k sekolah menengah e

3 pertama,

. menyusun bahan pembmaan mlnat bakat presta31 ‘dan

pembangunan karakter peserta d1d1k sekolah menengah
pertama e A

menyusun bahan pemantauan dan evalua31 Pelaksanaan

pembinaan minat, bakat prestasi, dan pembanguna.n karakter i

5 peserta d1d1k sekolah menengah pertama,

. membuat pelaporan d1b1dang pembmaan mmat bakat prestasi, -

dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah'
pertama dan e :

.:melaksanakan tugas la1n yang d1ber1kan oleh Kepala Bidang = -
baik - ‘secara tertulis maupun: lisan sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
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Baglan Keenam
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
Pasal 2 1

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan _
penyusunan bahan pelaksanan urusan tugas pembantuan dan -
‘perumusan serta pelaksanaan kebijakan dibidang pemblnaan
pendidik dan tenaga kependidikan pend1d1kan anak usia dini,
~sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non
formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Bidang Pembmaan Ketenagaan dalam menJalankan tugas dan
kewajiban sebagaimana dlma_ksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan
dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, sekolah. dasar, sekolah menengah
pertama, dan pendldlkan non formal ‘

b penyusunan bahan perumusan dan koordlna31 pelaksanaan v
kebijakan dibidang = pembinaan ‘pendidik dan  tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
menengah pertama, dan pendidikan non formal;

C. penyusunan bahan kebijakan di bidang pémbinaan pendidik |
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
: dasar sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;

~ d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendldlk dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar sekolah
menengah pertama dan pendldlkan non formal; .

e. penyusunan bahan pembmaan pend1d1k dan tenaga
- kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
' menengah pertama, dan pendidikan non formal,

~f. penyusunan bahan rekomendas1 pemlndahan pendidik dan
‘ ,tenaga kepenchdlkan dalam kabupaten ' '

g. penyusunan bahan pemantauan : dan ‘evaluasi dibidang
,pembmaan pendidik dan tenaga kepend1d1kan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan
- pendidikan non formal;

h. pelaporan dib1dang ‘pemblnaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah
. menengah pertama, dan pendidikan non formal; dan




i pelaksanaan tugas lam yang d1ber1kan oleh Kepala Dinas baik
 secara tertulis maupun lisan sesuai- dengan bidang tugasnya
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

(3) Susunan Organlsa81 B1dang Pembmaan Ketenagaan terdm dari;

a. ‘Seks1 Pend1d1k dan Tenaga Kependldlkan PAUD dan Pendidikan

Non Formal; '
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependldlkan SD; dan
C. Sek31 Pendldlk dan Tenaga Kependldlkan SMP.

Cena Pasal22 |
(1) Sek31 Pend1d1k dan Tenaga Kependldlkan PAUD dan Pendidikan Non‘

Formal mempunyai tugas melaksanakan ~perumusan dan

pelaksanaan kebl_]akan penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, - pemberian - bimbingan  teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dlbldang pendidik dan tenaga
kependidikan PAUD dan pendidikan non formal sesuai dengan -
ketentuan peraturan perundang undangan ' o

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

- a. rnenyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan yang
~meliputi urusan kenaikan pangkat, peningkatan kompetens1

 pendidik’ dan tenaga kependldlkan pend1d1kan anak usia d1n1 e

dan pend1d1kan non formal

b memfa8111ta31 pelaksanaan akredlta51 dan pegembangan karier e
‘ pend1d1k dan tenaga kependldlkan pendldlkan anak usia dini
dan pendldlkan non formal . .

c. 4menyusun bahan perumliSéh,‘ Iibordih:asi pelaksanaan
. kebijakan pembmaan pendidikan dan tenaga kependidikan
pendldlkan anak u31a d1n1 dan pend1d1kan non formal; ;

d. Vmenyusun | bahan rencana. kebutuhan rekomendasi
; ~_pem1ndahan pendidik dan tenga kependldlkan pendldlkan anak
-usia d1n1 dan pendldlkan non formal; _ '

€. menyusun bahan pembmaan pelaksanaan pendldlk dan tenga'f“»
‘kependldlkan pend1d1kan anak- u31a dini dan pendidikan non
formal e

f. 'menyusun : ‘bahan pemantauan 'dan evaluasi pelaksanaan -
pemblnaan pendidik dan tenga kependldlkan pendldlkan anak S
] u31a d1n1 dan pend1d1kan non formal : _ ik

g. membuat pelaporan d1b1dang pemblnaan pendldlk dan tenga
- kependidikan pendldlkan anak usia d1n1 dan pendldlkan non
' formal dan o ~ :
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h. melaksanakan tugas la1n yang d1benkan oleh Kepala Bidang
baik - secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

: Pasal 23 i
(1) Sek81 Pend1d1k dan Tenaga Kependldlkan Sekolah Dasar mempunyai- ‘
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi, dan

pelaporan d1b1dang pendidik dan ‘tenaga kependidikan sekolah
dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perunda_ng undangan

(2) Ura1an ’I‘ugas tersebut pada ayat ( 1) sebaga1 benkut

a. menyusun bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan yang
meliputi urusan kenaikan pangkat,’ peningkatan ‘kompetensi
pendldlk dan tenaga kependldlkan pendldlkan sekolah dasar;

" b. memfa5111tas1 pelaksanaan akred1tas1 dan pegembangan kaner .
pendldlk dan tenaga kependldlkan pend1d1kan sekolah dasar;

- C. menyusun bahan - perumusan, koord1nas1 pelaksanaan P
kebijakan pembmaan pendldlk dan tenga kepend1d1kan sekolah :
dasar

'd..menyusun ’ bahan rehcan.a kebutuhan - rekomendasi
, pemlndahan pendldlk dan tenga kependldlkan sekolah dasar;

€. menyusun bahan pemblnaan pendldlk dan tenaga kependldlkan .
sekolah dasar s '

f. menyusun bahan pemantauan dan : evalua31 pelaksanaan )
_pembmaan pendldlk dan tenaga kependldlkan sekolah dasar;

g. membuat pelaporan d1b1dang pemblnaan pendldlk dan tenaga
kependidikan sekolah dasar dan : = : ;

h. melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala Bidang =
- baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bldang :
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. -

Pasal 24

(1) Seks1 Pendidik dan Tenaga Kepend1d1kan Sekolah Menengah
Pertama mempunyeu tugas ° melaksanakan perumusan dan
-pelaksanaan kebljakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian - bimbingan teknis = dan supervisi, serta -
pemantauan, evaluasi, dan. pelaporan dibidang pendidik dan tenaga -
kependldlkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

' undangan S S S
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(2) Uraian ’I‘ugés tersébut'pa_da ayat (1) Sebagai beﬁkut:

a.

(1)

menyus‘uny bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan yang = -

meliputi urusan kenaikan pangkat, peningkatan kompetensi
pendidik  dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah
menengah pertama;

. memfasilitasi ‘pelaksanaah ékreditasi,’ kegiatan kesiswaan

pendidikan  menengah dan pendidikan khusus dan
pegembangan karier pendidik - dan tenaga kependidikan
pendldlkan sekolah menengah pertama

. menyusun bahan perumusan koordmam - pelaksanaan

kebijakan pembinaan pendldlk dan tenga kependldlkan sekolah
menengah pertama; =

. menyusun bahan rencana kebutuhan rekomendasi

pemindahan pendidik  dan tenga kependldlkan sekolah
menengah pertama _

. menyusun bahan pembmaan pend1d1k dan tenaga kependidikan

sekolah menengah pertama

menyusun bahan pemantauan dan evéluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
menengah pertama : : ‘

. membuat Pelapora_n d1b1dang pembmaan pendldlk dan tenaga

kependidikan sekolah menengah pertama; dan

. melaksanakan tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala Bidang

baik ' secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

 BABV
SATUAN PENDIDIKAN

‘ Pasal 25
Pada Dlnas dlbentuk Satuan Pendldlkan berdasarkan kebutuhan :

. dan beban kerja;

(2)

(3)

(4)

Satuan Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan atau keglatan teknls penunjang,

Satuan Pend1d1kan d1p1mp1n oleh seorang Kepala yang berada ‘

dibawah dan bertanggung jawab' kepada Kepala dan secara
operasional berkoordinasi dengan Caxnat

Pembentukan Satuan Pendidlkanr dltetapkah dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku :



‘ s BAB VI ‘
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26 .

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdlrl dari se_]umlah tenaga dalam kR
jenjang Jabatan Fungsmnal sesua1 dengan bldang keahhannya '

(2) Kelompok Jabatan Flmgsmnal d1p1mp1n oleh seorang tenaga', =

fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggung]awab"
kepada Kepala : o '

(3) Jumlah Jabatan F‘ungsmnal dltentukan berdasarkan 31fat _]en1sk g
dan beban kelja : : i £ .

4) Pembmaan terhadap tenaga fungsmnal dllakukan sesuai denganv, :
peraturan perundang—undangan yang berlaku i

BAB VI
ESELONERING

’ Pasal 27
Jabatan Eselonenng pada Dlnas Pendldlkan terd1r1 dan

Ca. Kepala adalah Jabatan eselon II / b

b. Sekretans adalah _]abatan eselon III / a;

c. Kepala Bldang pada Dmas Pendldlkan adalah _]abatan eselon
‘III/b dan - . L A . S

' d; Kepala Sub Baglan dan Kepala Sek31 pada Dlnas Pendldlkan'
B adalah Jabatan eselon IV/ a. S

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 28

‘(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretans Kepa.la Bldang,' &
- Kepala Sub. Baglan Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional
dan Kepala satuan pendidikan ‘wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, 1ntegras1 dan smkromsam _secara . vertikal  dan
horlzontal S ; B e N e 5

(2) Setlap P1mp1nan Satuan Orgamsas1 dﬂlngkungan Dinas,:
bertanggung]awab mem1mp1n dan - mengkoord1nas1kan bawahan
masing-masing dan memberikan blmblngan serta. petunjuk bagl,‘
pelaksanaan tugas bawahannya
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(3) Setiap P1mp1nan Satuan Orgamsam dllmgkungan dinas, wajib -

mematuhi petun_]uk-petun_]uk dan bertanggungjawab kepada =

atasan masing-masing serta_ menyampaikan laporan tepat
pada waktunya. . : ' ‘

"BABIX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala dlangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bldang,, Kepala Sub Baglan Kepala Seksi,
Kepala Satuan Pendidikan dan Jabatan Fungsmnal diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

(3) Pengangkatan Kepala, Sekretans Kepala Bidang, Kepala Sub
- Bagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Pendidikan dan Jabatan
Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan

serta kecakapan dan kemampuan teknis yang dlperlukan untuk . N

kelancaran tugas

. BABX
' PEMBIAYAAN

' Pasal 30

Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidiatau bantuan Pemerintah
Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah
Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan . peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. . BABX
. KETENTUAN PERALIHAN
~Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang
lama tetap melaksanakan tugas dan fungsmya sampa1 dilantikkannya
pejabat yang baru. : : ‘

 Pasal32
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang

mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
dlnyatakan t1dak berlaku : :
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,
AMRIL MUKMININ

FITARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

H. ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 37
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